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Pedahuluan

Sekitar pertengahan abad XIX telah muncul gagasan mengenai Komite Audit,
gagasan ini dipelopori oleh negara Inggris. Kemudian hal tersebut dibawa pengusaha
Inggris ke AS, seiring dengan pengembangan usaha mereka di negeri Paman Sam.
% Pembentukan Komite Audit sendiri dilakukan secara sukareld tanpa paksaan sesuai
,dengan kebutuhan. Baru pada tahun 1940, the Security\@r?hange Commision (SEC)
. mengelwarkan peraturan tentang Komite Audit berupad‘écou,nting Series Release No.
.1 19/1940. Ketentuan tersebut menyarankan agar pg\&lsahaan yang listed di bursa
* . menugaskan komite tertentu yang anggotanya buka‘;ﬁ«‘dari manajemen perusahaan untuk
. menunjak auditor eksternal sekaligus menga ﬁnya. Inti dari Komite Audit adalah
%" mewakili pemegang saham dan Dewan Komisafis.
~ Berbagai penelitian telah dilakukan s¢hubungan dengan Komite Audit, diantaranya

adalah yang dilakukan ole Shor (1992), Apostolou dan Stawser (1990) dalam Hamid
.. et.al (1999, h. 6) yang me¢ ungan kerja antara Komite Audit dan Auditor Internal
sebagai kritik penting untu ptakan efektivitas masing-masing bagian. Independensi
dan jumlah anggota Komite Audit juga mendapat banyak sorotan para peneliti, antara lain
_ dari Vicknai, et.al (1993) yang mempersoalkan peranan anggota Komite Audit yang
memiliki afiliasi dalam kapasitas lain dalam perusahaan, Bryd (1970) yang menyarankan
anggota Komite Audit tidak lebih dari tujuh orang, Venabless dan Impey (1998) dalam
- Margo (2001, h. 80) yang nienyatakan bahwa Komite Audit biasanya bertindak sebagai
penghubung antara autitor dan Board of Director (Dewan Komisaris).
o Munculnya Komite Audit disebabkan oleh adanya kegagalan beberapa perusahaan
5 dan praktek yang salah oleh corporate yang tidak diharapkan sebelumnya (Porter : 1993;
% Wolmizer : 1995; dalam Brenda A. Porter : 1998). Porter juga menjelaskan bahwa
' munculnya Komite Audit juga didasari oleh pengalaman-pengalaman negara Anglo
. Amerika Latin, serta kegagalan sebagian besar perusahaan yang terjadi pada tahun 1987
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dan adanya “crash” pasar saham dalam hal ini terlalu seringnya terjadi pelanggaran atau
malpraktek di dalam perusahaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat senior.

Saat ini, gaung Good Corporate Governance telah menggema dimana-mana. Salah
satu bentuk dari Good Corporate Governance adalah perusahaan harus membentuk
Komite Audit. Tugas komite ini adalah memberikan pendapat profesional yang
independen kapada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan
olehDireksi. Terbentuknya Komite Audit pada perusahaan-perusahaan di banyak negara
merupakan ciri dari Corporate Governance yang mulai terbentuk dengan baik. Keradaan
komite ini merupakan persyaratan untuk listed di NYSE (New York Stock Exchange)
sejak akhir tahun 1970 dan menjadi ketentuan hukum di Kanada sejak pertengahan tahun
1970. Dibeberapa negara, ketentuan mengenai keberadaan komite ini berangsur-angsur
diterima sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Sejalan
dengan kecenderungan internasional ini, persyaratan semacam ini telah ditetapkan di
Indonesia melalui Good Corporate Governance yang diterbitkan pada bulan Maret 2001.

Sepanjang lima tahun terakhir ini (sejak knms:\r}loneter melanda), banyak
perusahaan di Indonesia mengalami kmer_]a financial dan\non-ﬁnanmal yang buruk. Hal
ini menimbulkan kekhawatiran akan pengawas@ dan tata kelola perusahaan”.
Dikhawatirkan tata pengawasan dan tata kelola pem'?‘sahaan di Indonesia akan kehilangan
arah, sehingga semakin memperparah kondlsL\&conomx Indonesia yang memang tidak

menggembirakan.

Pedoman Good Corporate Goverm\zz?c'e dlper31apkan dan disusun oleh Task Force
Komite Audit yang di oleh omite Nasional Kebijakan Good Corporate
Governance dengan fuj ar dunia bisnis memiliki acuan dasar yang memadai
mengenai konsep serta\ pola” pelaksanaan Good Corporate Governance yang sesuai
dengan pola internasio ya dan Indonesia pada khususnya. Pedoman ini juga

memberikan bimbingan kepada perusahaan Indonesia dalam pembentukan komite-komite
yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan, yang salah satunya adalah
pembentukan Komite Audit.

. Komite Audit secara garis besar mencakup penelahaan (review) atas proses
pelaporan keuangan, resiko dan manajemen pengendalian, serta penerapan praktek-
praktek tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Oleh karena itu
keberadaan Komite Audit terkait dengan Good Corporate Governance dan dapat
dijadikan tolak ukur bagi suatu perusahaan, apakah sudah melaksanakan Good Corporate
Governance dengan baik atau belum. (Riyana : 2003). Komite Audit adalah salah satu
pilar penting dalam penerapan Good Corporate Governance, karena dalam membuat
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laporan keuangan, Komite Audit juga diikutsertakan. Komite Audit harus menguasai

- akuntansi sehingga dalam membuat laporan keuangan dapat dimonitoring (Adiningsih :

2003). Hal tersebut menunjukkan bahwa Komite Audit memiliki peranan penting dalam

‘mengawasi berbagai aspek organisasi. Eksistensi komite ini terkait erat dengan

penegakkan Good Corporate Governance dan menjadi tolak ukur, apakah perusahaan
yang bersangkutan telah melaksanakan Good Corporate Governance atau belum.

Permasalahan

Bagaimanakah eksistensi dan peran Komite Audit dalam rangka implementasi
Good Corporate Governance?
Pembahasan

1. Pengertian Komite Audit R

Komite Audit didefinisikan sebagai : “The Audit C'ommi(??s is subset of corporate
board of directors and is charged with providing oversight of financial reporting and
auditing processes” (Turpin dan De Zoort : 1998, h. 3'@\ i samping itu Komite Audit
juga dapat didefinisikan scbagai sub-komite dari Dewan Komisaris yang berfungsi
melaksanakan pengawasan dan berhubungan den&eﬁx\ pihak pemakai laporan keuangan
(pemegang saham, investor) serta fungsi-fungsikhusus yang berhubungan dengan etika
bisnis perusahaan (Fisher : 1994 dalam Mg._@ : 2001, h.1). Komite Audit membantu
Dewan Komisaris dalam kaitapfiya’dengan eksternal dan internal auditor.

2. Pengertian Good Corpora ernance (GCG)

Good Corporate Gove e merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan
oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas
perusahaan. Secara prinsip, Good Corporate Governance menyangkut kepentingan para
pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, peranan semua
pibak yang berkepentingan (stakeholders) dalam Good Corporate Governance,
transparansi dan penjelasan serta peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Secara umum, Good Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai suatu
proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik
modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha
dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka
panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan
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peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Good Corporate Governance dapat
pula diartikan sebagai'mekanisme pengelolaan perusahaan untuk memastikan bahwa
tindakan manajemen akan selalu diarahkan pada peningkatan nilai perusahaan (Baridwan
: 2003). Secara umum, prinsip-prinsip Good Corporate Governance terdiri dari :

a. Fairness (Keadilan), menjamin perlindungan hak-hak pemegang saham, serta
menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

b. Transparancy (Tranparansi), mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka,
tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan
keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.

¢. Accountability (Akuntabllltas), menjelaskan peran dan tanggung]awab serta
mendukung usaha menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan
pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dev@n Komisaris.

d. Responsibility (Pertanggungjawaban), memast{kan dipatuhinya peraturan-
peraturan serta ketentuan yang berlaku scba%k\cermm dipatuhinya nilai-nilai
sosial.

&
3. Eksistensi Komite Audit &?3‘
Komite Audit adalah suatu badan yang berada di bawah Dewan Komisaris dan
merupakan kepanjangan tangan dari an Komisaris dalam mengawasi jalannya

kegiatan perusahaan. K
bidang kebijakan akunt:

ini bertygas membantu tugas Dewan Komisaris dalam
gawasan internal maupun pelaksanaan laporan kenangan.
Komite Audit bekerja s ektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam
melaksanakan tugasnya. ite Audit bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugasnya
maupun dalam pelaporan dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Konsep Komite Audit mulai diperkenalkan kepada dunia usaha di Amerika Serikat
pada tahun 1930-an dan pada tahun 1970-an, New York .Stock Exchange (NYSE) mulai
mewajibkan keberadaan Komite Audit. Namun demikian, kenyataannya fungsi Komite
Audit masth belum efektif, yang dibuktikan dengan masih banyaknya accounting
irregularities yang dilakukan perusahaan terbuka Amerika Serikat. Hal ini mendorong
dibentuknya National Commision on Frudelent Financial Reporting (The Treadway
Commission) pada tahun 1985, yang bertugas untuk menginvestigasi penyebab utama
yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan pelaporan keuangan dan menganalisa
seberapa jauh struktur dan kultur suatu perusahaan dapat menyebabkan terjadinya
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penylmpangan pelaporan keuangan Peristiwa ini merupakan titik tolak terjadinya
penyimpangan pelaporan keuangan perusahaan dan prinsip Good Corporate Governance
di Amerika Serikat.

Padﬁ"buhn%éptember 1998, Arthur Levitt, Chairman the US Securities Exchange
Commission mengumumkan seperangkat inisiatif yang dikeluarkan sebagai tanggapan
- afas memngkatnya accounting iiregularities. Aspek terpenting dari The Levilt Initiatives

alah perlunya meningkatkan efektivitas Komite Audit perusahaan. Sebagai tindak

lamjut dari The Levitt Initiatives, dibentuklah The Blue Ribbon Committee on Improving

IR

The Effectiveness of Corporate Audit Committees. Pada February 1999, komite ini
mengeluarkan serangkaian rekomendasi tentang peraturan baru mengenai Komite Audit
bagi regulator dan otoritas bursa. Pada tanggal 15 Desember 1999, SEC menyetujui

" peraturan terbaru tentang Komite ‘Audit yang hampir (semuanya diadaptasi dari

:
‘

rekomendasi The Blue Ribbon Committee. \ag
fnidonesia melibat betapa pentingnya keberddaan KeRiite Audit yang efektif

;. dalam tangka mehingkatkan kualitas pengeloldan pe maka serangkaian
- ketentuan mengenai Komite Audit telah diterbitkan, antaradain sebagai berikut :

a. Pedoman Good Corporate Governance M@OOI) yang menganjurkan semua
perusahaan di Indonesia memiliki Komite &ndit. - :

b. Surat Edaran. BAPEPAM No. S /PM/2000 - yang merekomendasikan
pcrusahaan—perusahaan memilikl Komite Audit, sebagaimana diperbaharui
dengan Keputusan K¢ EPAM No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember

Kerja Komite Audit.
c. Kep. 339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di
Bursa Efek Jakarta memlllkl Komite Audit.
d. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua
BUMN mempunyai Komite Audit.
Kepumsan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan
semua BUMN miempunyai Komite Audit.

Salah satw prasyarat implementasi Good Corporate Governance di BUMN dan
" Perusahaan Publik Indonesia adalah kebeéradaan Komite Audit di dalam organisasi
perusahaan Khusus untuk BUMN, keberadaan Komite Audit merupakan suatu keharusan
bagl BUMN yang termasuk dalam kriteria sebagai berikut :

e
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Mempunyai kegiatan usaha di bidang Asuransi dan Jasa Keuangan lainnya.
Menjadi PT Terbuka

Berada dalam persiapan privatisasi

Asetnya bernilai sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun
rupiah)

Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 (selanjutnya disingkat
Kep. Men. 117/2002) tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada
BUMN/BUMD, Surat Edaran No. SE-03/PM/2003 (selanjutnya disingkat Bapepam SE-
03) dan Surat Direksi No : Kep. 339/BEJ/07-2001 (selanjutnya disingkat BEJ Kep-339,
yang kemudian dituangkan lebih rinci dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A :
tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat' Ekuitas di Bursa), telah
mengharuskan BUMN dan perusahaan public dalam rangka penyelengaraan Good
Corporate Governance wajib memiliki Komite Audit seb§ sub komite dari fungsi
Dewan Komisaris yang diharapkan berfungsi efektif dalamr-hal-hal yang terkait dengan
proses dan peran audit bagi perusahaan, terutama dalam\pelaporan hasil audit keuangan

perusahaan yang dipaparkan untuk public. \,\;x\

Melalui SE-03/PM/2000, bapepam mensy: pembentukan Komite Audit di
perusahaan public Indonesia yang terdiri dén sedikitnya tiga orang diketuai oleh
komisaris independen perusahaan dengan dus orang ¢ksternal yang independen terhadap
perusahbaan serta menguasal dan memiliki ‘ latar belakang akuntansi dan keuangan.

i /BUMD, keberadaan Komite Audit telah diatur
secara tegas yaitu dala en. 117/2002 yang menyatakan bahwa

“Komisaris/ Dewart™Péngawas harus membentuk Komite Audit yang bekerja
secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam
melaksanakan tugasnya, yaitu membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam
memastikan efektivitas sistem pengendalzan intern, qfekhvztas pelaksanaan tugas
auditor eksternal dan auditor internal.”

o op

Sehubungan dengan pengimplementasian Good Corporate Governance,
keberadaan Komite Audit terutama di BUMN diharapkan dapat menjadi institusi yang
efektif dan memberikan nilai tambah bagi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance terutama dalam hal transparancy dan accountability. Hendaknya keberadaan
Komite Audit tidak sekedar complience, namun benar-benar dapat membangun peran
Komite Audit yang efektif dalam perusahaan.

48



254l o

VSTERT

AT A AT

il

4. Membangun Komite Audit Yang Efektif

Penelitiin yang dilakukan oleh Kalbers dan Forgarty (1993) menemukan dua
variable utama yang menentukan keberhasilan Komite Audit, yaitu kewenangan yang
secars: st diberikan kepada komite dan keahlian yang dimiliki dan kemauan
s i3 k@mpetensx oleh para anggota komite. Dalam usulan dan laporan studi

yaog kain, masalah independensi dan komposisi anggota komite ditemukan sebagai factor
penting. . datam kesuksesan Komite Audit (Baysinger & Butler : 1985; Vicknair et.al,
1993). Sommer menggarisbawahi sikap dan tanggungjawab anggota komite sebagai
kunci penentu dari keberhasilan Komite Audit.

Membangun peran Komite Audit yang efektif tidak dapat terlepas dari kacamata
penerapan prinsip-prinsip Goed Corporate Governance setara, keseluruhan, di suatu
perusahaan, d!mana mdependens: transparansi, akuntabilitas dan tangggungjawab serta
sikap adil meniadi prinsip dan landasan organisasi perusahzan\;ﬁal tersebut diuraikan
sebagai berikut - ‘?’

a. Komite Audit harus independen, dimulai deng leersyaratkannya komisaris
independen sebagai ketua Komite Audit. Di samping itu anggota Komite Audit
lainnya juga harus benar-benar independen tefhadap perusahaan. Nama anggota
Komite Audit harus diumumkan ke pub@\luas sehingga terjadi control sosial
mengenai independennya. &

<
b. Komite Audit haru sparan}btc;ﬁmulaj dengan keharusan adanya audit
committee charter da program kerja tahunan tertulis dari Komite Audit

yang kemudian di ng/ dengan keteraturan rapat Komite Audit yang
menghasilkan risalah tertulis.

c. Komite Audit harus memiliki akuntabilitas tinggi, dimulai dengan pemenuhan
persyaratan generic dari anggota Komite Audit, yang secara team setidaknya
memiliki kompetensi dan pengalaman sangat cukup di bidang berikut :

1) _Audit, akuntansi dan keuangan . pemahaman mendalam konsep dan praktek
mengenai financial engineering, corporate finance, internal control risk
management dan auditing serta _fraud examination.

2) Peraturan dan Perundangan : pemahaman mendalam konsep dan praktek
peraturan dan perundangan (termasuk tetapi tidak terbatas) mengenai Pasar
Modal, Pasar Uang, Pasar Komoditi Berjangka, Bursa Saham, Undang-
undang PT, BUMN/BUMD dan Good Corporate Governance.
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3) Proses bisnis industri terkait : pemahaman konsep dan praktek bisnis industri
terkait, misal Industn Perbankan, Industri Tambang dan Industri Produk
Konsumen.

Untuk lebih efektif, Komite Audit harus memperoleh masukan dari sub komite
lainnya terutama Komite Risk Management mengenai identifikasi dan
penanganan resiko penting perusahaan. Di samping itu, Komite Audit juga harus
komunikatif terutama dengan auditor eksternal dan internal audit, sehingga
mereka memiliki jalur cepat dalam mengkomunikasikan hal-hal yang signifikan
yang perlu diketahui oleh Komite Audit, terutama dalam hal-hal terjadinya
penyimpangan yang kritis di perusabaan.

d. Komite Audit harus bersikap adil. Dalam pengambllan keputusan Komite Audit
harus benar-benar melandaskannya pada sikap adil kep,@da semua pihak, terutama
dalam hal penelaahan terhadap kesalahan asumsi m@'hpun pelanggaran terhadap
resolusi Dewan Direkst. Oleh karenanya, semua k@utusan harus didasarkan pada
fakta dan dokumen penunjang yang cukup. J@&perlukan Komite Audit dapat
meminta bantuan pihak luar untuk mengadalgb}l penyidikan hal-hal tertentu.

e. Komite Audit harus memiliki audit ittee charter (term of reference)
sebagai rujukan- internal tentang bqgétmana sebaiknya mengatur diri sendin
sehingga tujuan terbentuknya Kofite Audit di perusahaan tercapai. Audit
committee charter (term of reference) mendefinisikan secara jelas peran dan
tanggung javzab ¢ Audit-serta kerangka kerja fungsionalnya.

5. Tujuan umum da pitas Komite Audit
Tujuan dibentuknya Komite Audit meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

a. Penyusunan laporan keuangan, yaitu Komite Audit melaksanakan pengawasan
independen atas proses penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan audit
ekstern.

b. Manajemen resiko dan control, yaitu Komite Audit memberikan pengwasan
independen atas proses pengelolaan resiko dan control.

c. Corporate Governance, yaitu Komite Audit melaksanakan pengawasan
independen atas proses pelaksanaan Corporate Governance.
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Pada dasamya Komite Audit dianggap perlu dibentuk adalah diharapkan dapat
membantu Dewan Komisaris dalam memperoleh informasi mengenai kondisi perusahaan
dan bertanggungjawab membantu auditor internal maupun eksternal dalam
mempertahankan independensinya dari manajemen perusahaan (Brenda A. Porter : 1998).

Komite Audit dibentuk untuk memperoleh kepercayaan pasar (public) terhadap
mekanisme akuntansi, auditing serta sistem pengendalian dan pengawasan lainnya
sehingga efektif mewujudkan kepentingan public dan entitas secara baik.

Sedangkan dalam Kep. Men. 117/2002 disebutkan bahwa tujuan dibentuknya
Komite Audit adalah membantu Komisaris dan Dewan Pengawas dalam memastikan
efektivitas sistem pengendalian internal - dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor
eksternal dan internal auditor. BAPEPAM SE-03/PM/2000 menyatakan bahwa tujuan
Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk : ™

4\

a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan ~>

b. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dagat mengurangi kesempatan
terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan peru

c. Meningkatkan efektivitas fungsi intérnal audit pun ekstemal audit

d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan p\cfhatlan Dewan Komisaris.

Beberapa rujukan perusahaan Amerika y%ig mengacu pada SEC (Securities and

Exchange Commission), mencantumkan Ym audit -committee charter (term of
reference) tujuan Komite Audit®adalah me tu Dewan Komisaris untuk mengawasi
Integritas dari laporan Keuafigan

Kualifikasi dan kema
Kinerja dani auditor internal perusahaan dan eksternal auditor.
Kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Beberapa perusahaan yang sangat besar atau dalam kondisi spesifik, mungkin
memiliki tujuan khusus yaitu :

a. Membantu Dewan Komisaris dalam mereview efektivitas Komite Audlt anak-
anak perusahaan.
b. Membantu Dewan Komisaris dalam mereview setiap adanya due diligence dan
atau tindakan pengawasan dari badan atau otoritas tertentu.
Komite Audit tidak memiliki otoritas eksekusi apapun, kecuali untuk hal spesifik
yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari Dewan Komisaris.

.0 o
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6. Peran dan Tanggungjawab Komite Audit

Peran dan tanggl;ngjawab Komite Audit harus dengan jelas tercantum pada audit
committee charter (term of reference) meliputi hal-hal sebagai berikut

a. Pelaporan Laporan Keuangan (Financial Reporting)
Dalam pelaporan keuangan, peranan dan tanggungjawab Komite Audit
adalah:

1) Melakukan pengawasan proses pembuatan laporan keuangan, dengan
penekanan pada kepatuhan terhadap standar dan policy akuntansi yang
berlaku.

2) Melakukan review atas laporan-laporan keuangan terhadap standar dan policy
akuntansi yang berlaku dan konsistensi terhadap informasi yang diketahui
oleh anggota Komite Audit.

3) Melakukan pengawasan Audit Eksternal dan mehikukan assesment mengenai
kualitas jasa Audit 'yang dilakukan, dan m.gngenal kepantasan fees yang
dibebankan oleh Auditor Eksternal. Q

b. Manajemen Resiko dan Kontrol (Risk amontrol Management)
Dalam hal manajemen restko darwbntrol peran dan tanggungjawab Komite

Audit adalah: Q\,
1) Melakukan proses manajemen resiko dan pengendalian,

entifikasian dari resiko-resiko dan evaluasi dari
pengendalia g dapat memperkecil baik kemungkinan terjadinya maupun
dampak dari Yesik@-resiko tersebut.

2) Melakukan pengawasan terhadap cakupan Audit Internal dan Audit Eksternal
dalam rangka memastikan bahwa semua resiko utama dan bentuk
pengendaliannya telah dipertimbangkan oleh para auditor.

3) Meyakini bahwa manajemen telah melaksanakan pengendalian resiko-resiko
sesuai dengan rekomendasi dari para auditor, internal dan eksternal.

termasuk » peng

¢. Corporate Governance

Dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance, Komite Audit
bertanggungjawab memberikan kepastian bahwa perusahaan telah melaksanakan
secara layak seluruh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan
urusannya dengan pantas dan mempertahankan control yang efektif terhadap
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benturan kepentingan dan manipulasi terhadap pegawainya. Termasuk
tanggungjawab Komite: Audit adalah :

D
2

3)

5)

Pengawasan tethadap proses penerapan Good Corporate Governance
Memastikan bahwa manajemen puncak secara aktif mensosialisasikan
budaya Corporate Governance

Memonitor bahwa Code of Conduct telah dilaksanakan secara konsekuen

- Memahami semua pokok persoalan maupun issues yang mungkin dapat

mempengarubi kinerja financial maupun non financial dari perusahaan.
Memantau bahwa perusahaan mematuhi Undang-undang dan peraturan yang
berlaku.

Mewajibkan audltor internal melaporkan secara tertulls setiap enam bulan
Sekali mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Corporate Governance - di
perusahaan dan memberikan laporan bila terdapat penylglpangan yang serius.

Y serada juga dikemukakan oleh Brenda' (& Porte (1998), yang

mengemukakan bahwa Komite Audit haru§ memi 616‘ﬁmg51 dan tugas sebagai
M

&

Melakukan pemeriksaan terhadap Kinerj Banisasi perusahaan
Mengadakan peninjavan terhadap lape euangan perusahaan yang diaudit

Meninjau kebqakan—kebuakan aku i yang digunakan di dalam menyusun
laporan keuangan sgig peru erubahannya

Menunjukkan akfintgn\ publik yang akan melaksanakan pemeriksaaan
terhadap laporan g g3

Mengadakan kamumkasl langsung - dengan akuntan publik mengenai
masalah-masalah yang ditemukan oleh @dkuntan publik dalam proses
pemeriksaan laporan keuangan.

Menelaah laporan keuangan dan laporan akuntan publxk setelah pemeriksaan
ﬁﬂhkukan

7. Struktur Kothite Aundit

Struktur Komite Audit di tiap negara tidak sama. Di Indonesia struktur Komite

Audit diatur dalam Kep. Men. 117/2002 untuk perusahaan BUMN dan untuk perusahaan
public diatur dalam Keputusan BEJ dan Peraturan BAPEPAM yang relevan. Ketentuan
mengenai Struktur Komite Audit menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-
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41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukkan
dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut :

a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan
dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

b. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai
Ketua Komite Audit. Dalam hal ini Komisaris Independen yang menjadi anggota
Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua
Komite Audit.

Adapun Persyaratan Keanggotaan Komite Audit sesuai Keputusan Ketua
BAPEPAM No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor
IX.1.5 : Pembentukkan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai
berikut: :

a. Memiliki integritas yang, tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang
memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi

dengan baik.

b. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan
akuntansi atau keuangan.

¢. Memiliki pengetahuan yang cukup .untuk membaca dan memahami laporan
keuangan

d. Memiliki pengetahuan, yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang
Pasar Modal dap peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

¢. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit
dan atau non audit'pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam 1
(satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris sebagaimana dimaksudkan
dalam peraturan Nomor VIII A.2 tentang Indepensi Akuntan vang memberikan
Jasa Audit D Pasar Modal.

f. Bukan merupakan Karyawan Kunci Emiten atau Perusahaan Publik dalam 1 (satu)

- tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.

g. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau
Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat
suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

h. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau Perusahaan Publik,
Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.



t

Beberapa hal spesifik yang dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam
charter adalah : *

1) Walaupun Kepala Internal Audit adalah bagian dari manajemen dan melapor
kepada Direktur, Kepala Internal Audit sebaiknya memiliki jalur atau akses ke
Komite Audit.

2) Dalam hubungan dengan perannya untuk melakukan pengawasan terhadap
fungsi internal audit, Komite Audit harus :

a) Memberikan persetujuan atas penunjukkan dan atau pemberhentian Ketua
Internal Audit perusahaan yang diajukan oleh Presiden Direktur.

b) Melakukan review atas charter dari internal audit

¢) Melakukan review atas struktur fungsi interrial audit

d) Melakukan review atas rencana audit tahunan

¢) Memastikan bahwa fungsi internal audit memiliki metodologi, alat bantu,
dan sumber dayasyang tepat dan cukup sehg%ga dapat memenuhi charter
mereka, dan menyelesaikan rencana tahuna}l internal andit.

f) Melakukan review atas semua laporan\mtemal audit

g) Memonitor kinerja fungsi internal audit

h) Memastikan bahwa fungsi inte,r\nﬁ audit patuh terhadap standar-standar

profesional yang berlaku. pr\
N
¢. Manajemen 7 -~
Sebagai tambahay '_‘- area spesifik atas laporan keuangan, resiko, pengendalian

erngnce, Komite Audit dapat mempertimbangkan beberapa
issue vang lebibNlebaf yang dapat secara spesifik didelegasikan oleh Dewan
Komisaris. Untuk hal i ini, maka seiring dalam menjalankan fungsi pengawasannya,
Komite Audit harus bertemu secara teratur dengan pihak manajemen untuk
mendiskusikan secara terbuka segala issue yang dapat mempengaruhi perusahaan
secara serius baik dalam bidang keuangan dan nonkeuangan. :

10. Pelaporan Komite Audit

- Pelaporan Komite Audit sesuai Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-
41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukkan
dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut : :



a  Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan
vang diberikan ..

b. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit
kepada Dewan Komisaris.

Dalam laporan kepada Dewan Komisaris, harus termasuk pula :

a. Kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang pekerjaan dan temuan
mereka yang menyangkut penilaian interim dan laporan keuangan tahunan dan
surat kepada manajemen yang menyangkut evaluasi atas aspek pengawasan internal
(management letters).

b. Rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal harus meliputi penilaian atas
mutu pelayanan dan kewajaran serta audit fee yang ditagih dan setiap permasalahan
yang menyangkut tentang pengunduran diri, penggantian dan pemberhentian

Ty . eksternal auditor.
- Kesimpulan tentang nilai atas femuan oleh audit internal daﬁ' tanggapan manajemert
atas temuan tersebut. P
d. Kesimpulan atas efektivitas system control mtema.l.o*?~

&
11. Penilaian Kinerja Komite Audit *A

Setiap tahun kinerja Komite Audit harus dfmlax secara independen oleh Dewan
Komisaris. Q*

4\/
12. Masa Tugas 0%\
Masa tugas anggo

Audit tidak boleh lebih dari masa jabatan Dewan
Komisaris dan dapat dipilib\kembai hanya untuk satu periode berikutnya.

Kesimpulan

Salah satu prasyarat implementasi Good Corporate Governance adalah dengan
pembentukan Komite Audit dalam suatu perusahaan. Dengan demikian eksistensi Komite
Audit terkait erat dengan penegakkan Good Corporate Governance dan menjadi tolak
ukur apakah perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan Good Corporate
Governance dengan baik atau belum. '

Variabel yang turut menentukan keberhasilan Komite Audit adalah kewenangan
yang - secara statuta diberikan kepada komite, keahlian yang dimiliki, kemauan
menggunakan kompetensi para anggota komite, independensi dan komposisi anggota
komite serta sikap dan tanggungjawab anggota komite. Membangun peran Komite Audit
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vang efektif tidak terlepas dari kacamata penerapan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance secara keseluruhan, dimana independensi, transparansi, akuntabilitas dan
tanggungjawab, serta sikap adil menjadi prinsip dan landasan organisasi perusahaan.

Pada dasamya pembentukan Komite Audit diharapkan dapat membantu Dewan
Komisaris dalam memperoleh informasi mengenai kondisi perusahaan dan
bertanggungjawab membantu auditor internal maupun eksternal dalam mempertahankan
independensinya dari manajemen perusabaan. Dengan demikian, Komite Audit
merupakan suatu badan yang berada di bawah Dewan Komisaris dan merupakan
kepanjangan tangan Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan. Komite ini
bertugas membantu tugas Dewan Komisaris dalam bidang kebijakan akuntansi,
pengawasan internal maupun pelaksanaan laporan keuangan.

Eksistensi dan peran Komite Audit dalam perusahaan secara maksimal diharapkan
dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan khususnya dalam rangka
pengimplementasian Good Corporate Governance. K\
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